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KABUPATEN LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2019  

 
TENTANG 

 
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 BUPATI LUWU UTARA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan 

Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 

Anggaran 2019; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

11. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 
tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Utara Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 

Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 357); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 
Tahun 2018i tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
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Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Utara Tahun 2018 Nomor 16); 

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 

Nomor 66); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Tunjangan perumahan adalah tunjangan 

kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal 
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 

negara.  

2. Tunjangan transportasi adalah tunjangan 

kesejahteraan yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal 

Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
kendaraan dinas jabatan. 

 

 
BAB II 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
 

Pasal 2 

 
(1) Besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD 

sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus 
Ribu Rupiah). 

 
(2) Besaran tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua 

DPRD sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). 

 
(3) Besaran tunjangan perumahan untuk Anggota DPRD 

sebesar Rp.4.750.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus 
Lima Puluh Ribu Rupiah). 
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(4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
diberikan setiap bulan. 

 
 

Pasal 3 

 
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 diberikan apabila Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah negara atau rumah jabatan. 

 
 

BAB III 

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
 

Pasal 4 
 

(1) Besaran tunjangan transportasi untuk Ketua DPRD 

sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). 
  

(2) Besaran tunjangan transportasi untuk Wakil Ketua 
DPRD sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta 

Rupiah). 
 

(3) Besaran tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD 

sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). 
 

(4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

diberikan setiap bulan. 
 
 

Pasal 5 
 

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 diberikan apabila Pemerintah Daerah belum dapat 

menyediakan kendaraan dinas jabatan dan/atau 
kendaraan dinas jabatan yang disediakan mengalami 
kerusakan atau keadaan fisik tidak laik jalan dalam 

kurun waktu tertentu. 
 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Utara. 
 
 

Ditetapkan di Masamba, 
pada tanggal 2 Januari 2019         

BUPATI LUWU UTARA, 
 

  ttd 
 

INDAH PUTRI INDRIANI 

 
 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 2 Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 
 

  ttd 

 
ABDUL MAHFUD 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2 


